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RINGKASAN 
 
 

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD RI 

SUMSEL) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH 

SUMATERA SELATAN 

 

Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI SUMSEL) Dalam 

Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera Selatan. Masalah penelitian 

membahas bahwa masih banyak aspirasi yang ada di daerah Sumatera Selatan yang 

belum terealisasikan, sehingga pentingnya keterlibatan anggota DPD RI Sumsel 

dalam penyelesaian masalah daerahnya dengan tepat sasaran. Strategi yang dapat 

dilakukan anggota DPD RI Sumsel pada kondisi tersebut ialah menampung dan 

menyalurkan aspirasi daerah dan di perjuangkan di tingkat pusat. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memahami peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI 

SUMSEL) dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara 

mendalam pada 10 informan, dokumentasi dan studi kepustakaan, selanjutnya 

dianalisis menggunakan teori peran dari Katz dan Kahn. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa peran anggota DPD RI Sumsel dalam memperjuangkan 

kepentingan daerah itu dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kerja anggota DPD RI 

Sumsel mulai dari komite 1,2,3,4. Hak dan kewakiban anggota DPD RI Sumsel 

dalam memperjuangkan harus bertolak ukur dengab undang-undang yang sudah 

ditetapkan. Faktor pendukung yang membantu anggota DPD RI Sumsel yaitu 

bantuan tim internal dan eksternal, masyarakat, teknologi dan relasi. Faktor 

penghambat yang menghalangi anggota DPD RI Sumsel yaitu terbatasnya 

keuangan anggaran, jarak tempuh, kewenangan untuk memutuskan aspirasi 

masyarakat di tingkat daerah. 

Kata Kunci: Peran anggota DPD RI Sumsel, Kepentingan Daerah, Sumatera 
Selatan 
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SUMMARY 

THE ROLE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL (DPD RI 

SUMSEL) MEMBERS IN FIGHTING FOR THE REGIONAL INTERESTS 

OF SOUTH SUMATRA 

 

The Role of Members of the Regional Representative Council (DPD RI SUMSEL) 

in Fighting for the Regional Interests of South Sumatra. The research problem 

discusses that there are still many aspirations in the South Sumatra region that have 

not been realized, so it is important to involve members of the DPD RI South 

Sumatra in solving regional problems with the right target. The strategy that can be 

carried out by South Sumatra DPD RI members in these conditions is to 

accommodate and channel regional aspirations and be fought for at the central level. 

The purpose of this research is to understand the role of members of the Regional 

Representative Council (DPD RI SUMSEL) in fighting for the interests of the South 

Sumatra region. The research method used is qualitative through observation, in- 

depth interviews with 10 informants, documentation and literature study, then 

analyzed using the role theory of Katz and Kahn. The results of this study indicate 

that the role of DPD RI Sumsel members in fighting for the interests of the region 

is divided into 2, namely the division of labor for DPD RI Sumsel members starting 

from committee 1,2,3,4. The rights and responsibilities of DPD RI Sumsel members 

in fighting for them must be measured against the laws that have been stipulated. 

Supporting factors that help DPD RI Sumsel members are internal and external 

team assistance, society, technology and relationships. The inhibiting factors that 

hinder DPD RI South Sumatra members are limited budget finances, distance 

traveled, authority to decide on people's aspirations at the regional level. 

Keywords: Role DPD RI Sumsel Members, Regional Interests, South Sumatra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Lembaga perwakilan yang lahir dari sistem feodal yaitu sistem yang 

memberi kekuasaan pada bangsawan dinilai sangat penting baik suatu negara, baik 

itu negara demokrasi ataupun tidak. Keberadaan suatu lembaga perwakilan daerah 

di tingkat pusat memiliki peran yang sangat penting sama halnya dengan 

pemerintahan pusat. Peran penting tersebut memberikan peluang bagi 

pemerintahan daerah untuk dapat mandiri dalam mengelola daerahnya masing- 

masing di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut otonomi daerah. 

Pemberlakuan kebiajakan otonomi daerah bagi masyarakat Indonesia tidak hanya 

berada di pusat, namun juga tersebar keberbagai daerah. Namun sangat 

disayangkan, kebijakan otonomi daerah belum maksimal dimanfaatkan dan 

dikembangkan oleh lembaga perwakilan yang dinilai sebagai sosok yang penting 

pada daerah tersebut (Wasti, 2017) 

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, maka diperlukannya 

suatu sinergi pada setiap daerah atau wilayah untuk menjalin suatu kerjasama yang 

baik untuk pembangunan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang di 

identikan sebagai utusan daerah seharusnya menjadi harapan besar dalam 

keberlangsungan otonomi daerah yang sesuai cita-cita dari proklamator terdahulu. 

Menurut Pardede (2020) bahwa gagasan dasar dalam pembentukan DPD adalah 

untuk mempermudah pada suatu daerah dalam mengelola daerah dan proses 

pengambilan keputusan politik untuk kepentingan daerah. Otonomi daerah ini 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar daerah untuk mengelola dan 

mengambil keputusan daerahnya masing-masing. 

Dewan Perwakilan Daerah memiliki kedudukan yang strategis karena 

sebagai pihak yang menampung aspirasi masyarakat atau pihak yang mewakili 

masyarakat dalam menyampaikan permasalahan pada daerahnya kepada 

pemerintahan tingkat pusat untuk pembangunan daerahnya. Tugas DPD sebagai 

lembaga pemerintahan yang menampung semua aspirasi dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. DPD harus dam wajib 
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menjunjung tinggi transpraransi dan demokasi bagi daerah, agar selaras dengan 

Pancasila. Menurut Isnawan (2002), bahwa Dewan Perwakilan Daerah menjadi 

perwajahan bagi demokrasi Indonesia, untuk itu diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik, mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan 

menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan untuk kepentingan daerah. 

Tabel 1. 1 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sumatera Selatan Periode 2019-2024 

No 
Nama 

Anggota 
Alat Kelengkapan 

Utama 
Bertugas 

 
 

1 

 
Jialyka 

Maharani 

 
 

Komite 1 

Bertugas untuk mengelola otonomi 
daerah,penataan ruang, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
pengembangan daerah. 

 
2 

 
Amalia Sobli 

S.KG 

 
Komite 2 

Bertugas untuk mengelola potensi Sumber 
Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 
Ekonomi. 

 
 

3 

 
Hj. Eva 
Susanti 

 
 

Komite 3 

Bertugas untuk mengelola aspek 
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 
agama, pariwisata, dan kesejahteraan 
sosial. 

 
 
 

4 

 
 

Arniza 
Nilawati, S.E, 

M.M 

 
 
 

Komite 4 

Rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan APBN, perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, memberikan 
pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan 
negara dan pemilihan anggota BPK, pajak, 
dan UMKM. 

Sumber: DPD RI Sumatera Selatan, 2021. 

Data pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa anggota DPD memiliki 

kesempatan untuk tampil berbeda karena tidak terikat dengan sikap partai politik, 

sebagaimana anggota DPR. Anggota DPD RI Sumatera Selatan secara keseluruhan 

diduduki oleh kaum perempuan. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi kaum 

perempuan di perpolitikan Indonesia tanpa memandang status gander. Oleh karena 

itu, hadirnya DPD menjadi suatu kebutuhan suatu daerah. Menurut Muktar 

Pakpahan (2016), bahwa pertama kali terdapat dua perwakilan daerah di parlemen 

yaitu DPR wakil politik dan DPD wakil daerah. Proses pemilihan pada DPD murni 

langsung dari rakyat. DPD harapannya dapat menjadi produk reformasi di 

Indonesia agar dapat menjadi penyeimbang dan penyalur aspirasi daerah yang 

berlandaskan konstitusi nasional. 

Jumlah anggota DPD di Sumatera Selatan hanya empat orang sehingga itu 

dinilai tidak akan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Aturan 
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tentang DPD tidak memperhitungkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang 

diwakilkannya. Seluas apa pun penduduk, jumlah anggota DPD yang mewakili 

tetap sama. Tidak heran bila ada yang menilai, DPD itu antara ada dan tiada. 

DPD sebagai lembaga legislatif di tingkat pusat tentunya menjadi tempat 

untuk menyampaikan aspirasi ke pusat agar memperoleh suatu keputusan yang 

mementingkan pembangunan kebutuhan daerah. Pembangunan yang berhasil pada 

suatu daerah dibutuhkannya suatu peran DPD untuk menyampaikan aspirasinya 

untuk perubahan daerah dari segi pembangunan. Aspirasi dalam perpolitikan 

menjadi poin yang penting dalam penentuan suatu kebijakan yang mengarah pada 

kepentingan rakyat dan pembangunan daerah, namun masyarakat tentunya harus 

tetap mengawasi DPD dengan melihat apakah aspirasi, dukungan dan pengawasan 

telah tersalurkan dengan baik ataupun sebaliknya (Manan, 2001) 

Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bab baru dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai bab baru 

tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam pasal 22 C dan 22 D. 

Pasal 22 C berbunyi bahwa (1) setiap DPR yang terpilih disetiap provinsi atas dasar 

pemilihan umum. (2) pada setiap provinsi anggota DPD jumlahnya sama, namun 

jumlah DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. (3) tugas anggota DPD 

selama setahun paling sedikit sekali dalam melaksanakan siding. (4) kedudukan 

dari setiap DPD sudah diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, untuk pasal 

22 D berbunyi bahwa (1) setiap DPD boleh mengajukan kepada DPR untuk terlibat 

dalam perancangan Undang-Undang, tentunya yang berkaitan dengan daerah mulai 

dari pembentukan, penggabungan, pemekaran, pemanfaatan sumber daya alam dan 

berhubungan dengan pertimbangan keuangan daerah. (2) Setiap DPD Dewan 

bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan undang-undang mulai dari otonomi 

daerah, pemekaran, penggabungan daerah dan pembentukan daerah, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pendidikan, pajak, dan agama. Dari 

pengawasan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

dijadikan bahan pertimbangan yang perlu ditindaklanjuti. (3) Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila melanggar aturan 

yang telah tertuang dalam undang-undang. 
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Dasar hukum keberadaan dari DPD tertuang pada pasal 22 C dan D UUD 

1945. Namun, terjadinya permasalahan dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, 

DPD dan DPRD) hingga saat ini keberadaan pasal tersebut tidak mengakomodir 

keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Secara garis besar beberapa 

pasar dinilai memberikan posisi yang lebih tinggi antara DPR ketimbang DPD, 

contohnya pasal melakukan pemeriksaan DPR harus terlebih dahulu mendapatkan 

izin dan perseujuan dari Mahkamah Kehormatan DPR, sedangkan untuk DPD tidak 

secara demikian. Selain itu, terdapat juga pasal mendapatkan sanksi bagi anggota 

DPD apabila 6 kali secara berturut-turut tidak hadir ridang paripurna, sedangkan 

untuk DPR pasal tersebut ditiadakan. Pasal yang mewajibkan dan wewenang bagi 

DPR ialah menyusun anggaran, sedangkan DPD tidak mendapatkan wewenang 

tersebut. Menurut Unsika (1992), menyatakan perjalanan dari anggota DPD secara 

langsung sebagai representasi bagi masyarakat sekitar dengan menjunjung tinggi 

konstitusi untuk menampung semua aspirasi, mencari solusi dan menyelesaikan 

masalah. 

Tabel 1. 2 
Laporan Kegiatan di Daerah Sumatera Selatan 2019-2021 

No Komite Jenis Kegiatan 

1 Komite 1 - Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang nomor 36 tahun 2007 
tentang penataan ruang. 

- Pengawasan atas pelaksanaan pertanahan di daerah. 

2 Komite 2 - Pengawasan mengenai kehutanan 
- Pengawasan mengenai cipta kerja yang sesuai dengan Undang- 

Undang No. 11 Tahun 2020. 

3 Komite 3 - Pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan perlindungan 
pekerja migran Indonesia nomor 1 tahun 2021. 

- Implementasi undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang 
perpustakaan di daerah dalam meningkat budaya membaca. 

4 Komite 4 - Hasil pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 1 tahun 2004 tentang 
perbendaharaan negara difokuskan pada pengelolaan aset dan 
BMD. 

- Keuangan negara difokuskan pada APBN tahun 2021/tranfer ke 
daerah dan dana desa. 

Sumber: DPD RI Sumatera Selatan, 2021. 

Menurut Harwati (2018) anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki 

komponen diantaranya mulai dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan adanya pemerintahan daerah yang ikut menyuarakan kepentingan daerah 

terkhusus Sumatera Selatan. Peran serta anggota dewan perwakilan daerah dari 
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Sumatera Selatan, secara implementasinya belum maksimal dalam 

memperjuangkan kepentingan daerah. Terdapat 2 faktor yang menghambatnya, 

yaitu (1) faktor internal; lembaga dewan perwakilan daerah menjadi penghambat 

dalam bekerjanya DPD disuatu daerah. (2) faktor eksternal; luaran seperti 

masyarakat, peraturan daerah atau Undang-Undang atau konstitusi dan pemerintah 

daerah dapat menjadi penghambat DPD dalam memperjuangkan daerahnya. Untuk 

itu hal-hal yang perlu diupayakan dalam mengakomodasi kepentingan daerah 

dengan meminimalisir kendala yang terjadi pada baik internal maupun eksternal 

melalui meningkatkan peran serta angota DPD Sumatera Selatan, meningkatkan 

komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah Sumatera Selatan. 

Penerapan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, hubungan 

antara pusat dan daerah, dan aspek lannya dari keterwakilan daerah semua hal 

tersebut dilaksanakan berdasarkan landasan Undang-Undang. Keterlibatan anggota 

DPD dalam pembentukan Undang-Undang hanya sampai pengajuan kepada DPR 

dan tidak memiliki kekuasaan lebih dalam penetapan dan mengundangkan. 

Menanggapi hal tersebut diperlukannya suatu intergrasi yang kokoh pada suatu 

negara dalam menerapkan otonomi daerah dengan bertujuan untuk pemerataan 

pembangunan secara efektif dan efisien tanpa kesalahan dalam mengambil suatu 

kebijakan. Menurut Pardede (2020), pemberlakuan otonomi daerah dengan 

menerapkan satu kesatuan yang utuh agar tercapainya daerah yang kokoh dan 

terwujudnya desentralisasi sehingga akan menghasilkan keutuhan bagi NKRI 

dalam aspek kewilayahaannya. 

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi percontohan dalam 

program lintas bidang dengan target menurunkan emisi dari lima sektor prioritas 

yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi (transportasi), industri dan 

limbah. Namun, dalam hasil pengawasan di lapangan masih ditemukannya illegal 

logging di daerah Sumatera Selatan tanpa adanya izin kepada bidang kehutanan. 

Oleh karena itu, peran dari anggota DPD sangat penting dalam melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang kehutanan dan cipta kerja. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, bahwa pentingnya 

keterlibatan dari Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Selatan dalam penyelesaian 

masalah daerahnya dengan tepat sasaran. Dalam penyelesaiannya, diperlukannya 
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suatu kerjasama antar daerah dalam skala nasional agar memperoleh masukan yang 

dapat dipertimbangkan dalam pembangunan di provinsi Sumatera Selatan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Kepentingan 

Daerah  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah utama 

 

Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Sumatera 

asalah tersebut, berikut dipaparkan beberapa 

pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana peran anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam 

memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan? 

2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat peran 

anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan kepentingan 

daerah Sumatera Selatan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan 

kepentingan daerah Sumatera Selatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui peran anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka 

memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera Selatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat anggota Dewan 

Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah Sumatera 

Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangsi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk penulisan metode penelitian 

yang terkait. 

2. Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dalam ilmu sosiologi politik 

dan sosiologi organisasi yang membahas tentang peran anggota dewan 

perwakilan daerah (DPD) Sumatera Selatan dalam memperjuangkan 

kepentingan daerahnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, 

masyarakat, maupun pihak lain dalam penulisan-penulisan lainnya yang 

berkaitan dengan kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 

sistem politik di Indonesia. 

2. Sebagai rujukan kepada pemerintah Sumatara Selatan. 

3. Bagi DPD RI Sumsel untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasi 

daerah Sumsel agar dapat diperjuangkan ke tingkat pusat. 
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